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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 
 

1.1 Latar Belakang 
 

Globalisasi yang saat ini terjadi di semua negara tanpa terkecuali 

Indonesia telah merubah banyak aspek kehidupan masyarakat seperti 

budaya, ekonomi, dan pendidikan. Salah satu akibat dari globalisasi ini 

adalah meningkatnya pergerakan atau perpindahan masyarakat  dari satu 

tempat ke tempat yang lain dan terjadi dalam waktu yang cepat. 

Perpindahan ini tidak hanya terjadi atau dibutuhkan oleh manusia tetapi juga 

terjadi kepada barang dan jasa. Peningkatan akan perpindahan masyarakat 

(orang) dan barang dari satu tempat ke tempat yang lain akan diiringi 

dengan meningkatnya kebutuhan sarana transportasi yang memadai. 

Kebutuhan sarana transportasi untuk memindahkan orang dan barang akan 

berusaha dipenuhi dengan kehadiran angkutan umum. 

Angkutan umum menyediakan jasa untuk memindahkan orang dan 
barang dari tempat asal menuju tempat yang dikehendaki, Kegiatan 
dari transportasi memindahkan barang (commodity of goods) dan 
penumpang dari satu tempat (origin atau port of call) ke tempat 
lain (part of destination),maka dengan demikian pengangkut 
menghasilkan jasa angkutan atau dengan perkataan lain produksi 
jasa bagi masyarakat yang membutuhkan sangat bermanfaat untuk 
pemindahan atau pengiriman barang-barangnya.¹ 

 

Transportasi memiliki fungsi tempat dan waktu yang sangat 

penting bahwa barang akan memiliki nilai lebih di tempat tujuan 

dibandingkan berada di tempat asal orang atau barang tersebut, serta dengan 

distribusi yang cepat untuk mencapai tempat tujuan maka barang tersebut 

dapat memenuhi kebutuhan pada 
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waktu yang tepat saat dibutuhkan. Angkutan umum memiliki peran yang 

penting dalam menunjang pembangunan ekonomi. Angkutan umum 

menjadi bagian penting dari pergerakan ekonomi dimana angkutan umum 

berkaitan dengan distribusi barang, jasa serta perpindahan tenaga kerja. 

Kebutuhan yang meningkat  akan sarana transportasi yang berusaha 

dipenuhi oleh angkutan umum dapat menunjang pembangunan ekonomi di 

suatu wilayah. Ketersediaan jasa transportasi berkorelasi positif dengan 

kegiatan ekonomi dan pembangunan dalam masyarakat. 

Jasa transportasi mempunyai peranan yang sangat penting bukan 

hanya untuk melancarkan arus barang dan mobilitas manusia, tetapi 

jasa transportasi juga membantu tercapainya alokasi sumber daya 

ekonomi secara optimal yang berarti kegiatan produksi 

dilaksanakan secara efektif dan efisien, kesempatan kerja dan 

pendapatan masyarakat meningkat, untuk selanjutnya kesenjangan 

antar daerah dapat ditekan serendah mungkin.²  
 

Salah satu kajian dalam penulisan ini adalah sarana transportasi 

berbasis online yang saat ini sudah semakin marak dan berkembang di 

Indonesia. Di masa kini, tingginya tingkat kemacetan dan polusi udara 

menjadi alasan utama masyarakat enggan keluar rumah atau kantor. Padahal 

di sisi lain, mereka harus mobile untuk memenuhi kebutuhan, misalnya 

untuk makan, mengirim barang, atau membeli barang tertentu. Akibatnya, 

mereka mencari cara praktis untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan 

tanpa harus keluar rumah atau kantor, salah satunya dengan menggunakan 

jasa transportasi online seperti Uber dan Grab. Memang tidak bisa 

dipungkiri, masyarakat terutama di kota besar sedang menggandrungi 

transportasi online dengan menggunakan aplikasi smartphone. Selain bisa 

menghemat waktu, transportasi online juga bisa menghemat uang 

 

 

 
 

 

2 Rahardjo Adisasmita, Dasar-Dasar Ekonomi Transportasi, Yogyakarta, Graha Ilmu, 
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karena banyaknya promo yang ditawarkan. Cukup dengan download 

aplikasi yang ditawarkan dan pesan melalui smartphone, maka dalam 

hitungan menit, pelaku jasa transportasi siap mengantarkan pesanan atau 

mengantar ke tempat tujuan. Perubahan gaya hidup inilah yang 

dimanfaatkan pelaku usaha untuk memulai persaingan dalam bisnis 

transportasi online.  

 

Persoalan yang dibahas ialah bagaimana aturan-aturan hukum jasa 

pengangkutan darat online berbasis aplikasi, bentuk proteksi hukum 

terhadap pemakai jasa (penumpang) pengangkutan darat online berbasis 

aplikasi dan bentuk ganti rugi yang diberikan bagi pemakai jasa 

(penumpang) pengangkutan darat online berbasis aplikasi dalam hal terjadi 

kerugian atas pelayanan jasa oleh pelaku usaha transportasi berbasis online. 

 

Kementerian Perhubungan mulai bersikap tegas terhadap 

transportasi online yaitu Gojek dan Grab yang telah menghadirkan ratusan 

pengemudi ojek online di Indonesia, namun di sisi lain kerap dituding tidak 

transparan dalam menentukan bagian keuntungan bagi para mitra 

pengemudi. Beberapa waktu yang lalu, Kementerian Perhubungan 

menerbitkan dua peraturan terkait ojek online. Peraturan Menteri 

Perhubungan Nomor Nomor 12 Tahun 2019 (Permenhub Nomor 12 Tahun 

2019) mengatur mengenai persyaratan terkait keselamatan dan keamanan 

yang harus dipenuhi oleh pengemudi maupun perusahaan aplikasi. 

Termasuk dalam cakupan pengaturannya, antara lain, adalah kewajiban bagi 

pengemudi untuk memiliki Surat Izin mengemudi, tidak membawa 

penumpang melebihi dari satu orang, dan mengendarai kendaraan bermotor 

dengan Surat Tanda Kendaraan Bermotor yang masih berlaku. 



 
 

 

Sedangkan bagi perusahaan aplikasi terdapat kewajiban untuk 

mencantumkan identitas pengemudi dan penumpang di dalam aplikasi, 

mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan dalam aplikasi, serta 

melengkapi aplikasi dengan fitur tombol darurat (panic button). 

Kementerian Perhubungan kemudian juga menerbitkan Keputusan Menteri 

Perhubungan Nomor 348 Tahun 2019 (Kepmenhub Nomor 348 Tahun 

2019) yang mengatur mengenai pedoman perhitungan biaya jasa 

penggunaan sepeda motor yang dilakukan dengan aplikasi. Peraturan ini 

mengatur formula perhitungan biaya jasa. Kepmenhub Nomor 348 Tahun 

2019 merinci biaya jasa batas bawah, batas atas, dan biaya jasa minimal.  

 

Situasi menjadi semakin kisruh mengingat fakta bahwa cakupan 

operasional ojek online tak berbatas antara satu kota dengan kota lainnya. 

Pemerintah Provinsi Jawa Timur bahkan menolak untuk membuat peraturan 

daerah mengingat Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan 

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah hanya 

membatasai kewenangan Pemerintah Daerah sampai dengan penyediaan 

angkutan umum saja, sedangkan ojek online tidak jelas masuk kategori 

angkutan umum atau bukan. 

 

Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 dan Kepmenhub Nomor 384 

Tahun 2019, tidak memberikan ruang bagi Pemerintah Daerah untuk 

mengatur lebih lanjut mengenai operasional ojek online. Pasal 19 

Permenhub 12 Tahun 2019 hanya menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah 

melakukan pengawasan terhadap penggunaan sepeda motor untuk 

kepentingan masyarakat. Maksud pasal ini tidak jelas. Dengan hanya 

melakukan pengawasan apakah artinya Pemerintah Daerah tidak berwenang 

untuk menentukan kuota ojek online maupun tarif di daerahnya. 



 
 

 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik 

untuk mengangkat permasalahan menyangkut kewenangan pemerintah 

daerah dalam mengatur operasional transportasi online dan menuangkannya 

dalam suatu karya ilmiah skripsi hukum dengan judul : “Kajian Yuridis 

Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Mengatur Operasional Transportasi 

Online”  

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian latar belakang dan judul tersebut di atas, dapat 

diidentifikasikan permasalahan yaitu : Bagaimanakah kajian yuridis 

kewenangan pemerintah dalam mengatur operasional transportasi online ? 

1.3    Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian, dalam hal ini adalah untuk mengetahui kajian 

yuridis kewenangan pemerintah dalam mengatur operasional transportasi 

online. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

Hasil penelitian dalam penulisan hukum ini, nantinya diharapkan 

dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain adalah sebagai berikut : 

1. Bagi penulis, dengan penelitian ini dapat melatih diri dalam rangka 

melakukan penelitian dan dapat memperoleh pengalaman dalam 

memperluas wacana pengetahuan, khususnya di bidang hukum 

pemerintahan daerah menyangkut mengatur operasional transportasi 

online. 

2. Bagi almamater, merupakan salah satu bentuk pelaksanaan Catur Dharma 

Perguruan Tinggi yaitu Dharma Penelitian, selanjutnya penulisan hukum 

ini berguna untuk menambah khasanah perbendaharaan karya ilmiah untuk 

perkembangan ilmu hukum di lingkungan Universitas Muhammadiyah 

Jember. 

 

 

 



 
 

 

1.5 Metode Penelitian 

  

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam mengadakan 

penelitian harus dipergunakan metode yang tepat karena hal tersebut 

merupakan pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis 

terhadap data hasil penelitian. Penggunaan metode penelitian hukum dalam 

penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan 

merumuskan bahan–bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan 

kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu 

hukum yang dihadapi. Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan 

alur pemikiran secara berurutan dalam usaha mencapai pengkajian.
3 

Adapun 

metode yang dipergunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut : 

1.5.1 Pendekatan Masalah 

 

Dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam 

pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi 

dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan 

untuk kemudian dicari jawabannya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis 

menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu : 

1) Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), dilakukan dengan 

menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan 

isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan 

suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.
4
 

2) Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach), yaitu suatu metode 

pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip 

hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-

pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.
5  

 

 

3) Peter Mahmud Marzuki, 2016, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, 
Jakarta, hlm.194
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1.5.2 Jenis Penelitian 

 

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini 

adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan 

diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-

kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis 

normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang 

bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat 

konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang 

menjadi pokok pembahasan. 

1.5.3 Bahan Hukum 

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang 

digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus 

memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Adapun bahan 

hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah bahan hukum 

primer dan bahan hukum sekunder, yaitu : 

1) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif 

artinya mempunyai otoritas. Bahan–bahan hukum primer terdiri dari 

perundang-undangan, catatan–catatan resmi atau risalah dalam 

pembuatan perundang undangan dan putusan–putusan hakim. Bahan 

hukum primer dalam penulisan skripsi ini adalah : 

a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan. 

b) Peraturan Menteri (Permen) Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 

tentang Penyelenggaraaan Angkutan Orang dengan Kendaraan 

Bermotor Umum Tidak dalam Trayek seperti taksi, angkutan sewa, 

carter, pariwisata dan lainnya. 

c) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 

Tentang Persyaratan Terkait Keselamatan dan Keamanan Yang Harus 

Dipenuhi Oleh Pengemudi Maupun Perusahaan Aplikasi.  

d) Keputusan Menhub Nomor 348 Tahun 2019 Tentang Pedoman 

Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor dengan aplikasi. 



 
 

 

e)  Hakim Mahkamah Konstitusi daklam putusannya menolak 

permohonan seluruhnya, dan menolak melegalkan ojek online sebagai 

alat transportasi umum. 

2) Bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang 

berlaku atau yang pernah berlaku di Indonesia. Keberadaan bahan-bahan 

hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif.
6
 Adapun yang 

termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, 

laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik 

para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-

undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, 

memori-memori  yang memuat  opini  hukum,  monograp-monograp,  

buletin-buletin atau terbitan lain, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs 

internet.  

3) Bahan Non Hukum, Sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan 

sekunder, sumber bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun 

laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum 

sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.
7 

1.5.4 Analisis Bahan Hukum 

 

Metode analisis yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini 

adalah analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian 

berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk 

menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau 

hubungan seperangkat data dengan  seperangkat  data  yang lain  dengan  

sistematis  berdasarkan  kumpulan bahan hukum yang diperoleh, 

ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan 

bahan kajian sebagai bahan komparatif.
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Langkah-langkah selanjutnya yang 

dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu : 

⁶ Soerjono Soekanto, 2006, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT. 

Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.165
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  Peter Mahmud  Marzuki, Op.Cit, hlm.164 

8 Ronny Hanitjo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta, Ghalia 
Indonesia, 1988, hlm.16

 



 
 

 

a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan 

untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ; 

b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai 

relevansi juga bahan-bahan non-hukum ; 

c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan 

yang telah dikumpulkan 

d) Menarik kesimpulan dalam argumentasi menjawab isu hukum 

e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di 

dalam kesimpulan.
9 

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai 

ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu yang 

bersifat preskripsi, mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas 

aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Ilmu 

hukum sebagai ilmu terapan, menerapkan standar prosedur, ketentuan-

ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena 

itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian 

untuk kebutuhan praktis maupun untuk kajian teoritis. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9
  Peter  Mahmud  Marzuki, Op.Cit, hlm.1 


